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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Wakaf dalam masyarakat Islam merupakan pranataakesen
yang memiliki potensi atau manfaat ekonomi, kepeyatn ibadah, dan
kesejahteraan umum. Lembaga wakaf telah lama hddapdilaksanakan
ditengah kehidupan masyarakat. Benda wakaf seridgk tterurus,
pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan, bahkalang-kadang
wakaf dialihkan kepada pihak lain oleh pengurus afigkadzir), tapi
tidak menutup kemungkinan tanah wakaf itu dimirgakali oleh orang
yang mewakafkan tanah (wakif), atau dikuasai oléralp lain tanpa
melalui prosedur hukum atau melawan hukum untuleképgan pribadi
atau golongan, peristiwa-peristiwa penyelewengakuimu atas benda
wakaf itu tidak lepas dari lemahnya perangkat hulamg ada, termasuk
didalamnya tidak bersertifikat. Penarikan kembadiach arti apabila
terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh nadzir ainig, dapat
dilakukan apabila wakif telah menentukan syaratagap pemanfaatan
benda wakaf itu. Jika pemanfaatan benda wakaf tekmyimpang dari
tujuan dan syarat yang ditentukan, wakif dapat milerkeembali untuk
kemudian diwakafkan kembali guna tercapainya tujusama wakaf,
penarikan kembali tadi tidak dimaksudkan untuk tkimya kembali

melainkan menjadi milik Allah.
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Untuk menyelesaikan sengketa tanah wakaf yangdiegariu
melalui tiga jalan, pertama, ash-shulhu, akad perjanjian untuk
menghilangkan rasa dendam permusuhan atau perpaiketiua,
arbitraselslam, jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawana
(perselisihnan) antar dua orang yang berlawanan s€hgketa).
Penyelesaian sengketa para pihak ini diatur tensemelalui Undang-
Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase damatiepenyelesaian
sengketaketiga penyelesaian degan jalan Peradilan Agama, Pemadila
Agama dalam memeriksa sengketa wakaf harus bergadgiti mungkin
memetakan fakta-fakta peristiwa maupun fakta-faktzkum secara
kronologis dan dalam pembuktian tidak hanya sekedamiliki bukti
formil, akan tetapi berupaya menemukan bukti ketmmaneteriil, agar
kepentingan umum tidak diragukan lagi oleh kepegatmperseorangan
atau kelompok.

Bila terjadi persengketaan tanah wakaf, maka wengmza
berada pada Pengadilan Agama yang mewilayahi ditt@enradn wakaf itu
berada. Hal ini dapat kita lihat pada PP No. 28uhal®77 Pasal 12 yang
menyatakan bila terjadi sengketa maka yang berwgenadalah
Pengadilan Agama, ataupun dalam Pasal 49 Ayat 1RAUNo. 7 Tahun
1989 khususnya huruf C, tetapi dalam sengketa tambk, pengadilan
tidak berhak mengadili, berarti dalam perkara wakali sodagoh telah

terjadi hak milik, Pengadilan Agama tidak berhakngeili sampai
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Pengadilan Umum menyelesaikan mengenai sengketik mpdng

terkandung atas tanah terpekara.

. Saran-Saran

Sertifikat hak tanah wakaf secara hukum memiliknfaat yang
sangat penting sebagai alat bukti yang kuat mengemhgek, obyek dan
tujuan wakaf. Oleh karena itu, meskipun kedudukartifikat tanah
wakaf sebagai syarat kekalnya manfaat tidak dit@mtwdalil naqli secara
tegas (goth'i) dalam nash Al quran maupun hadaii Muhammad
SAW, namun berdasarkan aqgli (logika) tujuan wakapat terlaksana
dengan sempurna dan kekalnya manfaat dapat terjarairakala ikrar
wakaf atas tanah itu ditindaklanjuti dengan peradiaft tanah wakaf, atas
dasar ini, seyogyanya setiap perbuatan hukum pefaaktanah milik
diikuti dengan proses pendaftaran tanah wakaf untumperoleh
sertifikat. Dengan adanya bukti berupa sertifikakensecara hukum bisa
mengurangi atau menghindari terjadinya sengketahtarakaf, baik yang
timbul dari orang yang mewakafkan tanah (wakifuaahli waris wakaf

maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan demngaah wakaf.



